BAB IV
ANALISIS ‘URFTERHADAP TRADISI HUTANG-PIUTANG JASA
(IRUTAN) DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU

Islam datang untuk mengatur berbagai segi kehidupan manusia baik
dalam ibadah maupun muamalah. Namun nas-nas syarak tidak secara rinci
memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika kehidupan manusia.
Akibatnya manusia mentradisikan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap bisa
memenuhi kebutuhannya. Tradisi (‘urf ) tersebut diakui oleh ulama untuk
dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dengan syarat-syarat
tertentu. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis ‘urf terhadap praktik
hutang-piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari dan analisis ‘urfterhadap tradisi

hutang-piutang jasa (irutan).

A. Analisis ‘Urfterhadap Praktik Hutang-Piutang Jasa (Irutan)

Tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat diakui oleh ulama
sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yang lebih
dikenal dengan ‘urf ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik
berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi
kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga di kemudian hari tidak
menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai tradisi tersebut.

Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) yang dilakukan oleh masyarakat
Dusun Wonosari bisa disebut dengan ‘urf, karena hutang-piutang tersebut

sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal
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oleh kalangan masyarakat Dusun Wonosari sehingga tidak menimbulkan
penafsiran lain. Masyarakat Dusun Wonosari sudah sama-sama tahu bahwa
transaksi tersebut adalah hutang-piutang bukan hanya sekedar tolong-
menolong. Sehingga dengan sendirinya mereka mempunyai kesadaran untuk
membayar hutang jasa (irutan) tersebut.

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘urfyang
terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan ‘urf ke dalam

beberapa aspek agar lebih mudah dipahami, diantaranya adalah:

1. Ditinjau dari segi obyeknya
Dari segi ini ‘urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. al-‘Urf al-lafzi (5 <2y adalah kebiasaan masyarakat dalam
mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan
sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas
dalam pikiran masyarakat. '

b. al-‘Urf al-‘amali (e} <o2ll) adalah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan
biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka
yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan

masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

! Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 139.
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2. Ditinjau dari segi cakupannya
Jika ditinjau dari segi cakupannya, ‘urf dapat pula dibagi menjadi
dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. al-‘Urf al-‘am (s} <,2)) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku
hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa,
dan agama. Misalnya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan
menggelengkan kepala tanda menolak.

b. al-‘Urf al-khas (u=%) < 2)l) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh
penduduk suatu daerah tertentu atau penduduk suatu negara.’
Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila
terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat
mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk
cacat lainnya pembeli tidak dapat tidak dapat mengembalikan barang

yang sudah dibeli tersebut.

3. Ditinjau dari segi keabsahannya
Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urfdapat dibagi menjadi
dua macam, yaitu:
a. al-‘Urf al-sahih (z=><)) < _ll) adalah sesuatu yang baik yang menjadi

kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang

* Sarmin Syukur, IImu Ushul Figh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-
Ikhlas, 1993), 208.
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haram dan tidak pula sebaliknya.’ seperti memberi hadiah sebagai
suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b. al-‘Urf al-fasid (x4&\ < 2ll) adalah kebiasaan yang saling dikenal
orang, tetapi bertentangan dengan syarak atau menghalalkan yang

haram, dan membatalkan yang wajib.4

Jika ditinjau dari obyeknya, tradisi hutang-piutang jasa (irutan) di
Dusun Wonosari tersebut termasuk al-‘urf al-‘amali yaitu kebiasaan
masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Misalnya
kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan
membayar uang, tanpa adanya akad yang jelas seperti yang berlaku di pasar
swalayan (al-bay © al-mu ‘atah).

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari ini
adalah kebiasaan melakukan hutang-piutang jasa atau yang biasa disebut
dengan irutan. Seorang petani meminta bantuan petani-petani lain untuk
menyelesaikan pekerjaannya. Begitupun sebaliknya, jika petani tersebut
memerlukan jasanya maka ia harus membantu petani yang telah
membantunya tersebut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

Adapun jika ditinjau dari segi cakupannya, maka tradisi hutang-
piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari ini termasuk al-‘urf al-khas yaitu

kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Kebiasaan hutang-

3 Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 154.

* Abd al-Wahhab Khallaf, Kaidah-K aidah Hukum Islam (‘llm Ushul al-Figh), diterjemahkan oleh
Noer Iskandar al-Barsany, Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

134.
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piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari ini digolongkan sebagai al-‘urf al-
khas karena kebiasaan hutang-piutang jasa (irutan) tersebut hanya dilakukan
oleh masyarakat Dusun Wonosari dan sekitarnya. Kebiasaan hutang-piutang
jasa (irutan) tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah
lainnya. Kalaupun ada hutang-piutang jasa (irutan) semacam itu, pasti
dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula.
Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang-
piutang jasa (irutan) yang dilakukan masyarakat Dusun Wonosari tersebut
termasuk al-‘urf al-fasid. Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang dikenal
orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syarak. Seperti
yang kita ketahui bahwa transaksi hutang-piutang jasa (irutan) adalah
termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan karena obyek dari transaksi ini
adalah jasa atau manfaat. Sedangkan jasa atau manfaat itu sendiri tidak
boleh dijadikan obyek hutang-piutang karena tidak bisa ditakar. Dengan
demikian tradisi hutang-piutang jasa (irutan) yang ada di Dusun Wonosari
tersebut bertentangan dengan dalil syarak. Sehingga bisa disebut dengan al-

‘urf al-fasid.

B. Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan)
‘Urf diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Namun, tidak semua ‘urf

dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama usul fikih, ‘urf baru
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bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak apabila

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. ‘Urfbernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari
mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yaitu membuat masyarakat
menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja dibandingkan
dengan transaksi-transaksi yang lain. Hutang-piutang jasa (irutan) juga
sangat membantu masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Hutang-
piutang jasa (irutan) bisa menghemat pengeluaran mereka di tengah-
tengah banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan. Bahkan mereka
bisa mendapatkan tenaga kerja meskipun mereka tidak mempunyai uang
untuk membayar upah tenaga kerja tersebut.

Hutang-piutang jasa (irutan) juga bisa menjadi sarana untuk
menabung tenaga kerja yang sewaktu-waktu bisa mereka tagih saat ia
membutuhkan. Sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai karena
tenaga kerja tercukupi. Selain itu, hutang-piutang jasa (irutan) juga bisa
meningkatkan rasa tolong-menolong antar sesama. Sehingga bisa
mempererat hubungan persaudaraan di kalangan masyarakat Dusun
Wonosari.

Disamping itu bagi sebagian kecil masyarakat, hutang-piutang jasa
(irutan) mempunyai dampak negatif yaitu tenaga yang dibayarkan tidak

sebanding dengan jasa yang telah dipinjamkan. Petani terkadang lebih
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payah karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, jika
pekerjaan masih banyak mau tidak mau pekerjaan diselesaikan karena
mereka merasa tidak enak dengan pemilik sawah. Dalam hutang-piutang
jasa (irutan) juga dimungkinkan adanya diskriminasi terhadap orang-
orang tertentu. Hutang-piutang jasa (irutan) biasanya hanya dilakukan

dengan orang-orang yang disukai.

‘Urfitu berlaku umum dan merata

Hutang-piutang jasa (irutan) berlaku umum bagi siapa saja yang
mau dan mampu untuk bekerja. Namun, hutang-piutang jasa (irutan)
biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang berusia 30 tahun sampai
usia 50 tahun. Hal itu terjadi karena para remaja lebih memilih untuk
bekerja di pabrik daripada bekerja di sawah. Hutang-piutang jasa (irutan)
telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Dusun Wonosari.
Hampir semua masyarakat Dusun Wonosari yang berusia antara 30 tahun

sampai usia 50 tahun pernah melakukan hutang-piutang jasa (irutan).

‘Urftersebut telah ada sebelum munculnya kasus.

Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) merupakan hutang-piutang
dalam hal menanam atau memanen padi. Tradisi tersebut telah ada sejak
lama, yaitu sekitar tahun 1990-an. Tradisi tersebut sampai saat ini masih
dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari. Bahkan sudah menjadi suatu

kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
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4. ‘“Urftidak bertentangan dan melalaikan dalil syarak
Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari tersebut
bertentangan dengan dalil syarak. Dimana dalil syarak tersebut tidak
memperbolehkan hutang-piutang jasa atau manfaat. Karena jasa atau
manfaat tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditakar sehingga sulit
untuk  dikembalikan. = Sedangkan  hutang-piutang  mensyaratkan

pengembalian yang sama.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tradisi hutang-piutang jasa
(irutan) telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh para
ulama usul fikih untuk menerima ‘urf sebagai salah satu dalil yang bisa
dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Hutang-piutang
jasa (irutan) memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga. Tradisi ini
membawa maslahat bagi kebanyakan masyarakat, tradisi ini berlaku umum
pada semua masyarakat Dusun Wonosari, dan telah berlangsung sejak lama
yaitu sejak tahun 1990-an. Namun, tradisi hutang-piutang jasa (irutan) tidak
memenuhi ketentuan yang terakhir yaitu ‘urf tidak boleh bertentangan dan
melalaikan dalil syarak.

‘Urfyang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan
dengan nas dan dalil-dalil syarak lainnya. ‘Urfyang berlaku di tengah-tengah
masyarakat adakalanya bertentangan dengan nas dan adakalanya bertentangan
dengan dalil syarak lainnya seperti ijmak, kias, istihsan, maslahat al-mursalah

dan sadd al-dhari‘ah.
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Menurut Amir Syarifuddin, jika terjadi perbenturan antara ‘urfdengan
dalil syarak maka didahulukan ‘urfjika perbenturan tersebut tidak berkaitan
dengan materi hukum. Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak akan
memakan daging, tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka
ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut ‘urfikan itu tidak
termasuk daging, sedangkan menurut syarak ikan itu termasuk daging.

Namun jika perbenturan tersebut berkaitan dengan materi hukum,
maka didahulukan syarak daripada ‘urf. Misalnya, ‘urf dalam mengadopsi
anak. Anak yang diadopsi tersebut statusnya disamakan dengan anak kandung,
sehingga apabila ayahnya meninggal dunia anak tersebut mendapatkan
warisan seperti anak kandung. Dalam pandangan syarak, anak angkat tidak
termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh wasiyat al-wajibah (tidak
boleh lebih dari sepertiga harta waris. Dengan demikian, ketentuan syarak
yang didahulukan.

Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari tersebut
bertentangan dengan dalil syarak. Pertentangan tersebut berkaitan dengan
materi hukum yang dikandung oleh dalil syarak. Syarak melarang menjadikan
jasa atau manfaat sebagai obyek hutang-piutang. Namun hal itu justru
dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari. Oleh karena itu tradisi hutang-
piutang jasa (irutan) tersebut dapat digolongkan ke dalam al- ‘urf al-fasid.

Pada dasarnya al- ‘urf al-fasid ( ‘urf'yang salah) sama sekali tidak diakui

keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling
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mengerti mengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar,
maka dalam hal ini ‘urftidak berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

‘Urf al-fasid dapat diakui jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan
mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal
yang telah diharamkan. Namun jika hal tersebut bukan termasuk darurat dan
bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad
tersebut, dan berdasarkan ini ‘urftidak diakui.’

Allah swt. berfirman dalam surah Almaidah (5) ayat 6 dan surah Al-
hajj (22) ayat 78. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak ingin
menyulitkan hamba-Nya. Allah akan senantiasa memberikan kemudahan
kepada hamba-Nya dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, baik di
dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Seperti membolehkan berbuka
puasa bagi orang yang sakit, orang musafir (orang yang sedang dalam
perjalanan jauh), orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang
menyusui.

Hutang-piutang jasa (irutan) yang dilakukan oleh masyarakat Dusun
Wonosari, termasuk darurat dan sangat dibutuhkan karena jika tidak
melakukan hutang-piutang jasa (irutan), mereka susah mendapatkan tenaga
kerja, bahkan mereka bisa sampai tidak mendapatkan tenaga kerja. Sedangkan
mereka sangat membutuhkan tenaga kerja. Sebagai contoh misalnya: ketika
musim panen, petani harus segera memanen padinya dan ia membutuhkan

banyak tenaga kerja. Apabila ia tidak mendapatkan tenaga kerja atau tenaga

> Abd al-Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam..., 136-137.



69

kerja yang didapat kurang mencukupi, maka proses memanen padi akan
terhambat.

Apabila saat itu musim hama wereng, maka padi petani tersebut akan
habis dimakan wereng sehingga petani tersebut gagal memanen padinya.
Sedangkan apabila pada saat itu cuaca buruk yaitu curah hujan tinggi disertai
angin yang kencang, padi akan roboh dan akan terendam air. Hal itu akan
memperlambat proses memanen dan menguras banyak energi. Jika padi yang
roboh tersebut terus-terusan dibiarkan maka lama kelamaan padi tersebut akan
membusuk sehingga tidak bisa dipanen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang
jasa (irutan) dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan darurat karena
kebutuhan tersebut menuntut untuk segera dipenuhi. Apabila kebutuhan
tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian bagi para petani.
Kekurangan tenaga kerja tersebut juga dapat membuat mereka gagal panen.

Dengan demikian, tradisi hutang-piutang jasa (irutan) yang dilakukan
oleh masyarakat Dusun Wonosari, dapat digolongkan sebagai ‘urf yang bisa
dijadikan salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan
hukum syarak. Tradisi hutang-piutang jasa (irutan) digolongkan sebagai ‘urf
yang bisa dijadikan pertimbangan hukum karena hutang-piutang jasa (irutan)

merupakan suatu kebutuhan yang darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah usul
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fikih “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu,
tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.’

Sesuatu yang menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat dapat
dijadikan hukum bagi masyarakat tersebut. Dalam hal ini tradisi hutang-
piutang jasa (irutan) yang telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari,
dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Dusun Wonosari tersebut. Apa yang
diberlakukan dalam tradisi tersebut dapat diberlakukan seperti halnya hukum
syarak.

Sesuatu yang dinilai baik oleh manusia maka baik pula di sisi Allah.
Hutang-piutang jasa (irutan) dinilai baik oleh masyarakat Dusun Wonosari.
Oleh karena itu tradisi hutang-piutang jasa (irutan) tersebut dapat diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi hutang-
piutang jasa (frutan) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik termasuk ‘urf yang bisa dijadikan pertimbangan dalam
menetapkan hukum syarak. Semula tradisi hutang-piutang jasa (irutan)
termasuk ‘urf yang fasid yang tidak diakui kehujjahannya. Namun karena
hutang-piutang jasa (irutan) tersebut termasuk kebutuhan darurat, maka ‘urf
tersebut diakui sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan

dalam menetapkan hukum syarak.

® Ibid., 215.



